ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN
PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PASAL 10A AYAT 3
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Pidana Islam (HPI)

Y

WALISONGO

Oleh:

BAHRUDIN MACHMUD
N1M.1402026065

JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019



Drs. H. Agus Nurhadi, MA

JI. Wismasari RT 05/02 Ngaliyan Semarang

Muhammad Harun, S.Ag., M.H
J1. Mega Permai 11/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal

: Naskah Skripsi
An. Bahrudin Machmud

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu’alikum Wr.Wh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini

saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Bahrudin Machmud

NIM : 1402026065

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan
Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera

dimunaqosahkan.

Demikian atas peratiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami

ucapkan terimakasih

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Januari 2019

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Agus Nurhadl/ . MA

<

<

Muhamﬂgd Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 19660407 199103 1 004 NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
“lﬂ J1. Prof. Dr. Hamka (Kampus I1I) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691

WALISONGO Semarang 50185
PENGESAHAN
Skripsi Saudara : Bahrudin Machmud
NIM 1 1402026065
Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Jinayah Siyasah
Judul . Analisis Hukum Pidana lslam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice

Collaboretor Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo,
dan dinyatakan Lulus pada tanggal

16 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai pclengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik
2018/2019.

Semarang, 22 Januari 2019

Mengetahui,

Sekretaris Sidang

A

NIP. 197508152008011017

Penguiji Li

Dr, THOLKHATUL KHOIR, M
NVIP. 197701202005011005

Pembimbing I Pembimbing 11
. -

N

Dr. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004 NIP. 197508152008011017



MOTTO

\)Asau\wu\uuﬁ,&m el 1) il \jsyu\f,sfu 2 &)
‘MMU\S ‘u\MeSJaz_/\Uu_'tw‘u\ ddﬂ\.ﬁ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. ”(Q.S An-Nisaa’ Ayat 58)



PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim
Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar yang telah
Memberikan kesempatanke pada penulis dan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya dihari akhir kelak.
Dengans egala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini kepada:
Kedua orang tuaku:
Bapak Ruslan Ibu Siti Fatrum
Terimakasih atas pengorbanannya dalam membesarkan, mendidik, membimbing,
berdoa, berkorban dan mendukungku, serta cinta kasih yang tak terhingga serta
sujud dan do’anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku
Keluarga besarku:
Kakakku tercinta Liana Amalia Mahmudah., S.E.,S.Pd., beserta suami
Muhammad lIzzuddin., S.Pd.l., keponakan tersayangku Nabila Hasna Amira yang
selalu mendukung, menyemangati, memberi keceriaan dan memberikan doa untuk

keberhasilan dalam hidupku



DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa

skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis olch orang lain atau

diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi  yang

dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Januari 2019

JKlarator,

BAHRUDIN MACHMUD
NIM: 1402026065

Vi



ABSTRAK

Salah satu kasus di Indonesia yang melibatkan seorang justice
collaborator adalah kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia pada Tahun 2004. Pada waktu itu Agus
Condro Prayitno, berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang
melibatkan sekitar 26 politisi DPR periode 2004-2009 tersebut. Agus Condro
merupakan contoh nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana
terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai
saksi. Pada pasal 10a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa seorang Justice Collaborator
akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya. Salah satunya adalah
keringanan penjatuhan pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk
menganalisis beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana Analisis
Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Justice Collaborator Dalam Pasal 10a
Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban. Kedua, bagaimana Analisis Hukum Pidana
Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a
Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban.

Skripsi ini merupakan penilitian hukum normatif dengan menggunakan
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Dalam analisanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Dengan
pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bermaksud untuk melakukan
reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi justice collaborator
dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan, pertama, Analisis Hukum Pidana
Islam menjelaskan bahwa Kesaksian justice collaborator sangat diperlukan
dikarenakan kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan
dari kejahatan serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya
diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik
kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Kedua, dalam
Hukum Pidana Islam penghargaan atas kesaksian berupa keringanan pidana bagi
justice collaborator sudah sangat tepat. Karena pentingnya keterangan yang
diberikan untuk membongkar tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir.
Mengingat juga tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang
artinya memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan
keringanan atau pengurangan.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Justice Collaborator, Keringanan Pidana,
Saksi, Korban.
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1. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin
) Alif , Tidak dilambangkan
o Ba’ B |-
< Ta' T -
& Sa' S S dengan titik di atas
d Jim J -
C Ha' H H dengan titik dibawah
d Kha’ Kh -
K| Dal D -
3 Zal Z Z dengan titik di atas
B Ra’ R -
J Za’ Z -
o Sin S -
g™ Syin Sy -
ol Sad S S dengan titik di bawah
ua Dad D D dengan titik di bawah
h Ta’ T T dengan titik di bawah
)5} Za’ z Z dengan titik di bawah
' ‘Ain ' Koma terbalik
£ Gain G -
o Fa’ -




& Qaf Q |-
d Kaf K -
Jd Lam L -
A Mim M -
O Nun N -
K Waw W -
® Ha H -
s Hamzah , Apostrof lurus miring (tidak utk awal kata)
T Ya Y -
3 Ta’ marbutah H Dibaca ah ketika mauquf
5, Ta’ Marbutah.. H/t | Dibaca ah/at ketika mauquf (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab Latin | Keterangan Contoh
I A Bunyi fathah Panjang O\S
S I Bunyi kasrah Panjang dld
3 U Bunyi dlammah panjang s
3. Vokal Panjang
Arab Latin | Keterangan Contoh
- A Bunyi fathah Panjang Jal
- | Bunyi kasrah Panjang Js
- U Bunyi dlammah panjang da)
4. Diftong
Arab Latin | Keterangan Contoh
3 .. Aw Bunyi fathah diikuti waw Jsa
§ - Al Bunyi fathah diikuti ya’ a

Xi




5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab Latin Keterangan Contoh

d Al Bunyi al Qamariyah 4y yalll

g as-sy... Bunyi al Syamsiyah day M)

J) dengan/huruf berikutnya

adls wal/wasy-sy | Bunyi al Qamariyah / al 4 a8l 4SS
Syamsiyah diawali huruf [Apaadd) 9
hidup adalah tidak terbaca
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Istilah justice collaborator mulai dikenal dalam perkembangan
hukum pidana di Indonesia terutama sejak berkembangnya kasus
tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank
Indonesia Tahun 2004 dan pada waktu itu pemilihannya dimenangkan
oleh Miranda Goeltom. Saat itu Agus Condro Prayitno, mantan
anggota Komisi keuangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-
Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-
2004 oleh berbagai pihak disebut-sebut sebagai seorang justice
collaborator karena berperan sebagai saksi yang membongkar kasus
suap yang melibatkan sekitar 26 politisi DPR periode 2004-2009
tersebut.’

Sejak Tahun 2008, Agus Condro melaporkan kepada penyidik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima
traveller cheque senilai lima ratus juta rupiah sebagai imbalan karena
telah memilih Miranda dan juga mulai menjadi saksi dalam berbagai
persidangan. Dalam laporan dan kesaksiannya tersebut Agus Condro
menyebutkan sejumlah rekannya dari fraksi yang sama yang juga
menerima cek pelawat tersebut. Hingga akhirnya KPK dapat
menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kasus ini di mana Agus

Condro termasuk di dalamnya. Agus Condro merupakan contoh

thttps://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/1psk.ajukan.remisi.bagi.agus.con
dro diakses pada 07 april 2018 pukul 06.08 wib.
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nyata besarnya peran pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk
membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi.?

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad
Nazaruddin telah dua kali menjalani persidangan di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi. Nazaruddin total harus menjalani pidana penjara selama
13 tahun. Namun, Nazaruddin yang menyandang status sebagai justice

collaborator itu Kkini diusulkan mendapat bebas bersyarat dan menjalani

proses asimilasi. Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan, usulan
asimilasi untuk Nazaruddin diajukan pada 23 Desember 2017. Usulan dari
Lapas Sukamiskin tersebut kini sedang dalam tahap verifikasi berkas di
Dirjen Pemasyarakatan. Verikasi untuk mengecek apakah Nazaruddin
sudah memenuhi persyaratan. Nazaruddin telah divonis bersalah dalam
kasus korupsi pembangunan wisma atlet. Dia juga divonis atas penerimaan
gratifikasi dan melakukan pencucian uang. Meski demikian, Nazaruddin
diduga memiliki keterlibatan dalam sejumlah kasus korupsi. Menyandang
predikat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum,
bekas anggota DPR itu dinilai banyak mengungkap kasus-kasus besar
lainnya. Adapun kasus-kasus tersebut diantaranya adalah Korupsi proyek
pengadaan e-KTP senilai Rp 5,9 triliun, Proyek fiktif pengadaan pesawat
Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar, Proyek
gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun, Proyek PLTU Kalimantan Timur
senilai Rp 2,3 triliun pada 2010-2011, Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3

triliun, Proyek Diklat Mahkamah Konstitusi senilai Rp 200 miliar, Proyek

Zhttps://nasional.kompas.com/read/2011/08/05/1456420/Ipsk.ajukan.remisi.bagi.agus.con
dro diakses pada 07 april 2018 pukul 06.08 wib.
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pembangunan gedung MK senilai Rp 300 miliar , Proyek Refinery unit RU
4 Cilacap senilai 930 juta dollar, Proyek Simulator SIM, Proyek
Hambalang berkaitan Wisma Atlet, Proyek di Kementerian Pendidikan
Nasional (Diknas), dan Proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di
Kementerian Dalam Negeri.:

Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat berusaha membongkar
kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh mafia Italia. Namun, dalam
dunia mafia Italia terdapat sumpah diam (code of silence) atau yang
dikenal dengan istilah omerta. Pada awal tersebut merupakan langkah awal
bagaimanakah  pemerintah  Amerika Serikat mengenal  praktik
perlindungan terhadap para saksi pelaku yang bekerjasama (justice
collaborator) yang berusaha dan beriktikad baik dalam rangka
pemberantasan dan membongkar suatu tindak pidana dalam kejahatan
yang melibatkan banyak orang dan terorganisir.*

Di Indonesia sendiri sebenarnya dikenal adanya saksi pelaku yang
bekerjasama sebelum adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi
dan Korban dan SEMA No, 04 Tahun 2011. Yaitu saksi mahkota, istilah
saksi mahkota tidak ada dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP tidak
ada definisi otentik mengenai saksi mahkota (kroon getuide) namun dalam
praktik dan berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini
yang dimaksud “’saksi mahkota” di definisikan adalah:”saksi yang berasal
dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa

lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal

3https://nasional.kompas.com/read/2018/02/05/09230101/nazaruddin-usulan-bebas-
bersyarat-dan-berbagai-kasus-korupsi diakses pada 22 mei 2018 pukul 13.42 wib.

4 M. Ali Murtadho, Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di
Amerika Serikat, Jerman dan Belanda (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), him. 1
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mana saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan
kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk
ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan
yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau
dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.”>

Pembahasan mengenai justice collaborator dijelaskan didalam
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tentang perlakuan
bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang
bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu. Surat
Edaran tersebut menyebutkan bahwa pedoman untuk menentukan
seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)
salah satunya adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku
tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatan yang diakuinya serta bukan
pelaku utama dalam kejahatan tersebut.®

Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa kesaksian yang
diberikan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator)
memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap dirinya dan
pemberian hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal ini menerangkan dengan
jelas bahwa seorang Justice Collaborator akan mendapatkan penghargaan

atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan

bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan

> M. Ali Murtadho, Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di
Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, him. 2

& Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Tindak
Pidana Tertentu.



ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang
berstatus narapidana.’

Salah satu syarat seorang bisa menjadi saksi adalah sifat adil.
Kaum muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat
dalam penerimaan kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah sebagai

berikut:®
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara
kamu. Q.S At Thalaq, 65:2”

Jumhur fugaha sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak

dapat diterima, berdasarkan firman Allah:
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“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Q.S Al
Hujurat, 49: 6."°

Jadi seorang saksi itu tidak boleh fasik, yang artinya harus
terhindar dari dosa besar maupun dosa kecil. Maka seorang saksi tidak
boleh seoarang yang melakukan tindak pidana, karena perbuatan tindak
pidana merupakan perbuatan yang dosa.

Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan
memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah tahfiful uqubah

(peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam

peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah sebab

7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

& Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 684.

° Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, 685.



pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya
maupun penguasa.'?
Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya

adalah Al-Qur’an dan Hadist. Dasar dari Al-Qur’an adalah firman Allah,

GAM; sl A A ;:A-s 2 plad (,_<.~l.:— 14T 0y
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan
cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS Surat Al Bagarah
Ayat 178). "1

Adapun hak wali korban untuk mengampuni pelaku dengan hanya

membayar diyat, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

sallam :

-
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“Siapa yang menjadi wali korban pembunuhan maka ia diberi dua
pilihan, memilih diyat atau gishdsh.” [HR Muslim no. 3371]

Dalam penjelasan ayat diatas pengampunan atau peringanan pidana
dapat diberikan oleh korban/walinya melalui pemberian maaf kepada

pelaku tindak pidana dan diganti dengan pembayaran diyat.

10 Abdul Qodir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, di terjemahkan oleh Ahsi
Sakho Muhammad dkk dari “At Tasyri’ Al jina’iy Al islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008,
him. 168.

11 Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, him. 55.



Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul
“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi
Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban”.

. Rumusan Masalah
Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi
diatas, maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan.

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Justice
Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan
Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan pokok permasalahan, maka tujuan penulisan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kesaksian

Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Saksi Dan Korban.

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan
Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban.

Adapun manfaat penulisan ini adalah:
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi yang
membutuhkan pengetahuan untuk menemukan persamaan dan
perbedaan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
mengenai keringanan pidana bagi Justice Collaborator dalam pasal
10a ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawasan khususnya dibidang hukum Islam dan hukum positif.

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan.

D. Telaah Pustaka
Dalam menulis sebuah skripsi penulis melakukan kajian

pustaka dengan membaca buku, melihat isi buku yang membahas tentang



Justice Collaborator, dan menganalisis dengan tujuan agar tidak terdapat
duplikasi dengan skripsi penulis khususnya di Fakultas Syariah dan
Hukum. Adapun buku dan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Popy Chintya Tifanie yang berjudul Justice
Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4
Tahun 2011 Dalam Kajian Figh Jinayah. Skripsi ini membahas tentang
bagaimana deskripsi justice collaborator menurut SEMA RI Nomor 4
Tahun 2011 dan bagaimanakah kajian figh jinayah mengenai keberadaan
justice collaborator. Hasil penelitian ini adalah justice collaborator
dimaknai dari SEMA adalah seorang saksi dalam proses peradilan yang
mana saksi tersebut adalah juga merupakan seorang pelaku tindak
kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir. Dan keberadaan justice
collaborator menurut perspektif figh jinayah sangat diperlukan karena
kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan dari
kejahatan serius dan terorganisir ini.*2

Kedua, jurnal yang berjudul Pengaturan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (justice collaborator) di Amerika Serikat, Jerman dan
Belanda. Jurnal ini membahas tentang kajian yuridis dan perbandingan
dinegara yang memiliki sistem hukum peradilan tindak pidana yang sudah
baik. Dalam hal ini penulis melakukan studi perbandingan di Negara
Amerika Serikat, Jerman dan Belanda. Hal ini dilakukan untuk
menemukan konsep yang dimasukkan kedalam sistem hukum pidana di

Indonesia. Sehingga diharapkan tercipta suatu bentuk perlindungan yang

12 popy Chintya Tifanie, Justice Collaborators Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Kajian Figh Jinayah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas
Sunan Ampel Surabaya 2015.



baik kepada para saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)
yang pada akhirnya dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk
memberikan kesempatan dalam membongkar kejahatan yang serius dan
terorganisir di masa yang akan datang.*3

Ketiga, Rahman Amin Jurnal Bina Mulia Hukum yang berjudul
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana
Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung
RI' Nomor: 920K/Pid. Sus/2013), yang membahas tentang dasar
pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku
yang bekerjasama (justice collaborator) merujuk pada ketentuan SEMA
RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana
(whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)
di dalam tindak pidana tertentu.mpertimbangan majelis hakim dalam
putusan Mahkamah Agung RI No. 920K/Pid. Sus/2013 dalam menetapkan
terdakwa tindak pidana narkotika sebagai saksi pelaku yang bekerjasama
(justice collaborator) telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang
tercantum dalam SEMA tersebut. Dari hasil penelitian disarankan agar
hakim dapat meberikan penghargaan (reward) berupa pengurangan
hukuman yang signifikan atas peranan yang telah diberikan oleh saksi
pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.*

Keempat, skripsi  Wini  Kusumawardhani yang berjudul

Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak

13 M. Ali Murtadho, Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di

Amerika Serikat, Jerman dan Belanda, konsentrasi Hukum Pidana universitas Brawijaya Malang
Tahun 2013.

14 Rahman Amin Jurnal Bina Mulia Hukum, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice collaborator (studi putusan
mahkamah agung RI Nomor: 920K/Pid. Sus/2013.
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pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir). Skripsi ini membahas tentang
bagaimana bentuk perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai Justice
Collaborator dalam tindak pidana dan bagaimana kendala dalam
pelaksanaan perlindungan terhadap Abdul Khoir sebagai Justice
Collaborator dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini adalah
Abdul Khoir tidak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal
dikarenakan hakim tidak mempertimbangkan peran Abdul Khoir sebagai
Justice Collaborator sehingga menyebabkan pelaku dijatuhi pidana
melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Adapun kendala dalam
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Abdul Khoir adalah perbedaan
persepsi antara aparat penegak hukum, kekeliruan hakim, Surat Keputusan
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat mengikat hakim,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum memiliki peraturan internal
yang mengatur tentang Justice Collaborator.!®

Kelima, skripsi Septian Pradipta yang berjudul Perlindungan
Hukum Bagi Justice Collaborator Atas Kesaksian Yang Diberikan Dalam
Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang membahas tentang
pentingnya dilakukan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator
dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan
begitu pentingnya peranan Justice Collaborator dalam mengungkap
adanya tindak pidana korupsi. Kurangnya perlindungan hukum yang
diberikan terhadap Justice Collaborator dan tidak terdapatnya peraturan

perundang-undangan yang secara spesifik mengatur Justice Collaborator

15 Wini Kusumawardhani, Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam

Tindak pidana Korupsi (Studi Kasus Abdul Khoir), Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta 2017.
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membuat peran Justice Collaborator menjadi tidak leluasa dan cenderung
tertekan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah ia lakukan dalam
pemeriksaan tindak pidana korupsi khususnya.®

Dari beberapa karya tulis tersebut diatas, nampak berbeda dari
judul skripsi yang akan penulis lakukan, karena penulis akan membahas
tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi
Justice Collaborator Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban. Yang terfokus pada bagaimana analisis hukum pidana islam
terhadap kesaksian justice collaborator dan bagaimana analisis hukum
pidana islam terhadap keringanan pidana bagi justice collaborator dalam
undang-undang tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam
proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai
upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk
memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan

sistematis untuk mewujudkan kebenaran.!’

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum

normatif yang berfokus pada norma (law in the book) dan penelitian

16 Septian Pradipta Nugraha, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Atas
Kesaksian Yang Diberikan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurusan Hukum
Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2013.

17 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2016,
him. 24.
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ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama,

bahan hukum primer dan sekunder sebagai data pendukung. Penelitian.

hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan materi penelitian:

1)

2)

3)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Sema Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang
Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Tindak Pidana
Tertentu.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara R,
Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-
11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun
2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

yang Bekerjasama.
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4) Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi
PBB Anti Korupsi.
5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder vyaitu bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah buku-
buku, artikel, jurnal hukum, rancangan peraturan perundang-
undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian,
yang tentunya mempunyai relevansi dengan apa yang hendak
diteliti.t®
3. Tehnik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan
standar untuk memperoleh data yang diperlukan.’® Pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yaitu fakta
dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini,
penulis mencari dan mengumpulkan data dari Undang-Undang/buku-
buku yang terkait dengan materi yang penulis teliti.
4. Tehnik Pendekatan dan Analisis data
Metode pendekatan dalam penelitian ini mengunakan dengan
pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan

pendekatan yang utama dalam penelitian ini, karena bermaksud

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta: Galia
Indonesia,1990), him. 12.
19 Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, him. 211.
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melakukan reorientasi dan evaluasi terhadap keringanan pidana bagi
justice collaborator dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan
Korban.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode
deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum.?® Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil
masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah
sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang
kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penelitian

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara
global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran
menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau
penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan
skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik
berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung
dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan: Pada bab ini diuraikan mengenai latar
belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas,
tujuan penelitian dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metode yang

digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2009, him. 29.
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Bab Il Landasan Teori: Bab kedua merupakan bagian landasan
teori terdiri dari tiga sub bab, yang pertama Gambaran Umum tentang
Kesaksian, Syarat-Syarat Kesaksian, dan Dasar Hukum Kesaksian.
Kedua Gambaran Umum tentang Keringanan Pidana Dalam Hukum
Pidana Islam, Pengertian Pengampunan dan Dasar Hukum
Pengampunan. Yang ketiga Gambaran Umum tentang Hukuman dalam
Hukum Pidana Islam berisi tentang Pengertian, Tujuan Jarimah, dan
Macam-macam Hukuman.

Bab 111 Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator Dalam Pasal
10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban: Dalam bab ini akan
menguraikan tentang Gambaran Umum Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, dan Gambaran Umum tentang Justice Collaborator.

Bab 1V Analisis Hukum Islam Terhadap Keringanan Pidana bagi
Justice Collaborator: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Analisis
Hukum Pidana Islam terhadap Kesaksian Justice Collaborator Dalam
Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta Analisis Hukum
Pidana Islam terhadap Keringanan Pidana bagi Justice Collaborator
Dalam Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Bab V Penutup: Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpulan
dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil

penelitian yang telah dilakukan.
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BAB 11
TEORI KESAKSIAN DAN PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM
A. Gambaran Umum Kesaksian

1. Pengertian Kesaksian

Menurut etimologi (bahasa) kata kesaksian (Bdl-é-im) dalam
bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (syahida-yasyhadu) yang di

artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala
sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan
(bukti), yamin (sumpah) dan igrar (pengakuan).?

Arti  kesaksian menurut terminologi  (istilah) adalah
pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran
dengan kata kesaksian dalam majelis hakim”. Sedangkan dalam
keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan yang pasti yaitu
ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung
atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena
beritanya telah tersebar.??

Dalam kamus istilah figih, “Saksi adalah orang atau orang-
orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas
orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan menggunakan

saksi sangatlah amat penting, apalagi terdapat kebiasaan dalam

21 A Warson Moenawwir, Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002, Cet. 25, him. 746-747.

22 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Cet. 1, him. 73.
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masyarakat bahwa pebuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu
tidak dicatat.?®

Dalam kitab Fighus Sunnah diterangkan bahwa kesaksian
Gy jtu diambil dari kata d2alia yang berarti penglihatan
dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu

memberitahu tentang apa yang disaksikannya dengan mata kepalanya.

Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang diketahui

dengan lafadz : aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan ( ¢3!
Cangd ) 24
Kemudian Ibnu Qudmah dalam kitab Al mughni

mengatakan bahwa kesaksian (33\-@-3:) diambil dari kata menyaksikan

(3—1%\-&5\), karena seseorang saksi mengabarkan dan menjelaskan apa

yang telah dia saksikan. selain itu ada yang berpendapat karena
seorang saksi dengan kesaksiannya (penjelasannya) membuat hakim
seolah olah menyaksikan apa yang disaksiakan olehnya.?®

Dari beberapa definisi dan keterangan di atas dapatlah
dimengerti, bahwa bentuk dari kesaksian itu adalah perkataan dari
seseorang yang berisi beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar

dan jelas tentang sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain

dengan tujuan khusus. Kesaksian ('53\-@-5) dalam perkara pidana juga

3 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi“ah(eds), Kamus Istilah Figih, Jakarta:
PT. Pustaka Firdaus, 1994, him. 306.

24 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
Cet. 1, Jilid 4, 2006, him. 361.

% 1bnu Qudmah, 4! Mughni, terj. Beni Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jilid 15, Cet.
1, 2013, him. 524.
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sering dipakai oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu tindak
pidana dan sangat sedikit sekali suatu tindak pidana yang dalam
penetappannya tanpa menggunakan kesaksian. Oleh Kkarena itu
kesaksian merupakan hal yang sangat penting sekali dalam hal
menetapkan suatu tindak pidana (jarimah). Maka apabila kesaksian
ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan
maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana
ketidak adilan dan kecurangan, sebagaimana firman Allah SWT:

J\;Qauuwri,@;yj - Ll ;\Wqﬁwbﬁ\y;\yﬁ\dﬂ\@\b

Artlnya. Hal orang-orang yang berlman, hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)%

2. Dasar Hukum Kesaksian
Hukum memberikan kesaksian pada dasarnya adalah Fardhu
Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksiannya maka
semua orang telah gugur kewajibannya.?” Landasan yang menjadi
dasar tentang kesaksian dalam perkara pidana adalah berupa Alquran
dan Hadits yang perinciannya adalah sebagai berikut :
a. AlQur’an

V.&w &3 5 YR J>\ d) A \,M\,u 13) sj_,a\ u,.u\ &
d5 e X056l e ws K s Jh Yy 0 Qi s

% Departemen Agama RI, Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
Jakarta: Kalim, 2010, him. 1009.
27 Abi Suja’, al-igna’, Semarang: CV. Toha Putra, t.th., Juz Il, him. 314.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendakalah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis
diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang mengajar itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah tuhannya. Jika yang berhutang itu lemah
akalnya dan lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki. Maka (boleh)
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu
ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
menjemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan
lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguan. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika
muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara
kamu. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada
dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah mengajarmu; dan Allah
mengetahui segala sesuatu”.(0.S. Al-Bagarah 2: 282).%8

Ayat ini merupakan seruan pada kesaksian. Dan hukum

memberikan kesaksian adalah fardhu ain bagi orang yang

28 Departemen Agama RI, Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka.,
him. 49.
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memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan di khawatirkan
kenenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan
lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. Karena

Allah Ta’ala berfirman:

Id
(G

25 2 0 GG g 0 55 1,256 Y

Artinya: Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian; dan barang siapa menyembunyikannya,maka ia adalah
orang yang berdosa hatinya.(Al-Bagarah 2: 283)°

Ketika jumlah saksi banyak dan tidak di khawatirkan
terjadinya penelantaran hak, hukum memberikan kesaksian adalah
sunnah. Apabila seorang saksi tidak mau memberikannya tanpa uzur,
dia tidak berdosa.

3. Syarat-syarat Kesaksian

Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi saksi
adalah untuk memperoleh kebenaran yang sebenarnya sebagaimana
dikehendaki bersama. Untuk dapat menjadi saksi dalam suatu
urusan atau pekara tertentu, diperlukan syarat-syarat tertentu pula.
Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat-
syarat saksi. Imama Ibnu Rusyd mengatakan: “mengenai sifat-sifat
yang diperpegangi dalam penerimaan saksi, maka secara garis besar
ada lima, yaitu keadilan, kedewasaan, islam, kemerdekaan dan tidak
diragukan niat baiknya.°

Adapun syarat-syarat orang untuk menjadi saksi secara umum

yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:

2 Departemen Agama RI, 4! Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
him. 49.

30 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 684.
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a. Islam

Islam menjadi salah satu syarat bagi seorang saksi, oleh
karena itu orang kafir ditolak kesaksiannya. Mengenai hal ini
para fugaha sudah sepakat bahwa keislaman menjadi syarat
diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang Kkafir tidak
diperbolehkan.®! kecuali dalam wasiat yang dibuat ketika dalam
perjalanan. Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim an-
Nakha’i membolehkannya dalam kondisi ini. Ini adalah pendapat

al-Auza’i dalilnya adalah firman Allah SWT :

OB ol G S3all 2805 as 1) 1K Baigs 1T 0 g
IG5V e 8T8 RS G 0T S Js 15
7 Sz & 4z % < 0% C I 5
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah
seorang kamu hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua
orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain
agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka
bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. (Q.S. Al-Maidah 5:
106) 7%

Jumhur berkata, bahwa yang dimaksud dhamir “kum”
dalam lafadz “minkum” (darimu) adalah orang-orang Islam. lbnu
Abbas berkata, bahwa yang dimaksud “min ghairikum” (saksi
selain dari kamu) adalah ahli kitab. Sedangkan lafadz “in antum
dharabtum fil ardhi fa-ashabatkum mushibatulmaut” (jika kamu
dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya

kematian) merupakan dua syarat diperbolehkannya kesaksian dua

31 Mustofa Diibul Bigha, Attahdziib, Terj. Adkhiyah Sunarto, Figh Safi’i, Surabaya: CV
Bintang Pelajar, 1984, him. 516.

32 Departemen Agama RI, Al Hidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
Jakarta: Kalim, 2010, him. 126.
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orang dzimmi ketika tidak ditemui orang-orang mukmin, yaitu
saat bepergian dan masalah wasiat.*

Para ulama Madzhab Hanafi memperbolehkan kesaksian
orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi saw. pernah
merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian
orang-orang yahudi lainnya.>*

b. Adil

Para ulama ahli figih berpendapat bahwa sifat adil itu
berkaitan dengan kesalehan dalam beragama dan memiliki sifat
Muru’ah (wibawa). Kesalehan dalam Agama dapat dipenuhi
dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan
Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat
tambahan bagi keislaman mereka.® Dalam hal ini Fugaha sepakat
dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait
dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang
yang adil dan terhindar dari kefasikan. Berdasarkan firman Allah

dalam surat at-Talaq ayat 2:

JH8 (535 I9dg iy aing EAsB 5T oias BASLAL ERlsT o3l 150
A sy 5B 08 5 0 By 105 O SR sl 2SS
o ozl ok 2 o
Artinya: “"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan
kesaksian itu karena Allah”. (Q.S. At-Thalaq 65: 2)%

3 Imam Immaduddin Abu Fida’ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Katsir, Juz Il,
Pinang: Sulaiman Mar*a, t.th.,him. 111.

34 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
Cet. 1, Jilid 4, 2006, him. 363.

% Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 364.

36 Departemen Agama RI, 4! Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
Jakarta: Kalim, 2010, him. 559.
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Adil itu menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang
menjadi saksi, baik saksi yang muslim atau non muslim, sesuai
firman Allah yang terkandung di dalam Alquran surat Al Maidah
ayat 106 di atas.

Kebalikan dari adil adalah fasik, yaitu orang yang selalu
melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat,
tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang
yang demikian itu kesaksiannya diragukan, berdasarkan firman
Allah dalam surat al-Hujarat ayat 6:

dz g et O S 1 5.0 25 by T sl Wl o
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah
kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-
Hujurat 49: 6°7)

Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasik dan
orang yang terkenal dengan kedustaannya atau keburukannya
atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat
kaitannya dengan kesalehan atau sifat salen dalam agama dan
bersifat muru’ah.® Para fugaha tidak berbeda pendapat bahwa
kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui

taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan

gazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat

him.517.

37 Departemen Agama R, Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,

38 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 364.
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diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fugaha
berpendapat taubatnya diterima.
Perbedaan pendapat di atas disebabkan oleh perbedaan

pemahaman terhadap firman Allah surat An-Nur ayat 4:

o
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Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita
yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka buat selama-lamanya. dan mereka ltulah orang orang
yang fasik.(Q.S. An-Nur 24: 4)%

i
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c. Dewasa dan Berakal Sehat

Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian,
maka baligh dan berakal adalah syarat dalam keadilan. Kesaksian
anak kecil meskipun terhadap anak kecil seperti halnya,
kesaksian orang gila, dan kesaksian orang idiot itu tidak diterima
karena kesaksian mereka tidak menghasilkan keyakinan yang
menjadi dasar penetapan putusan.*!

Imam Syafi’i berkata, “Tidak diterima kesaksian
seseorang kecuali apabila ia seorang merdeka, muslim, baligh, dan
adil.*? Konsekuensi dari pendapat tersebut mengindikasikan bahwa

yang berhak menjadi saksi baik laki-laki maupun perempuan

%9 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 685.

40 Departemen Agama RI, Al Hidayah AlQuran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka,
Jakarta: Kalim, 2010, him. 351.

4 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 365.

42 Imam al-Syafi’i, Terjemahan Ringkasan Kitab al-Umm, Jakarta: Pustaka Azzam,
2008, Jilid 3, him. 48.
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harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak
dijadikan saksi dalam suatu perkara.

Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak
kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum
berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair.*®
Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian,
melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari
Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar
mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.**

d. Merdeka

Menurut fugaha Amshar kemerdekaan menjadi syarat
kesaksian. Sedangkan menurut fugaha Zahiri, kesaksian seorang
hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu
hanyalah keadilan. Seorang hamba tidak boleh ditolak dalam
memberi kesaksian, kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-
Qur’an, Hadis dan Ijma’. Sementara itu sebagian fugaha
berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas
kekafiran, oleh sebab itu harus berpengaruh terhadap penolakan
kesaksian.*® Seolah-olah berpendapat bahwa kehambaan itu
merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus

berpengaruh pada penolakan kesaksian.*®

4 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 365.

4 lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 685-686.

% lbnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 687.

46 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terjemah M. A. Abdurrahman, A. Haris Ibnu Rusyd,
Terjemah Bidayatul Mujtahid, Semarang: Asy-Syifa’ 1990, Cet ke-1, him. 460.
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e. Saksi harus dapat melihat

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal
memperbolehkan kesaksian orang buta dalam hal yang bisa
diketahui dengan pendengaran apabila dia mengenali suara.
Kesaksiannya dibolehkan dalam pernikahan, talak, jual beli,
penyewaan, nasab, wakaf, kepemilikan mutlak, pengakuan, dan
sejenisnya. Sama saja antara dia mengemban kesaksian dalam
kondisi buta dan dia bisa melihat ketika mengemban kesaksian
lalu menjadi buta.*’

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah dan
Imam al-Syafi’i, bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat.
Maka, menurut mereka kesaksian orang yang buta tidak dapat
diterima. Karena, Seseorang yang buta tidak dapat membedakan
antara bentuk suara, jadi diragukan. Kesaksian orang buta dapat
diterima dalam lima perkara: nasab, kematian, kepemilikan
mutlak, penerjemahan, dan penangkapan sesorang, serta apa yang
diembannya sebelum menjadi buta.®* Maka Hanafiyah
mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya
saksi orang yang buta.

Tentang perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi,
Sayyid Sabig memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi

harus memiliki daya ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan

47 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara,
Cet. 1, Jilid 4, 2006, him. 368.
8 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 368.
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negatif (tidak ada permusuhan).*® Syarat tidak adanya paksaan bagi
saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar dari
intimidasi demi  orang lain bisa mendorongnya  untuk
mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya

dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya.

B. Keringanan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian Pengampunan

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
termaktub kata keringanan pidana, yang merupakan suatu
penghargaan bagi saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan untuk
membantu mombongkar kasus tindak pidana.

Di dalam hukum pidana Islam ada beberapa istilah yang mirip
dengan makna pengampunan, yaitu al-Afu (maaf/ampunan), ghafar
(ampunan), rukhsah (keringanan), syafa’at (pertolongan), tahfif
(pengurangan). Selain itu, menurut Sayyid Sabig, memaafkan disebut
juga dengan al-Qawdu’ (menggiring/memaafkan) yang ada halnya

dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat.>°

Kata al- ‘afwu ( }4&3‘) merupakan bentuk isim yang mendapat
imbuhan kata al (d‘) di depannya, atau disamakan dengan kata

‘afwun ( 53c) dalam bentuk masdar nya, yang secara segi bahasa

4 Sayyid Sabiq, Fighus Sunnah, terjemah Nor Hasanuddin, him. 365-366.
50 Sayyid Sabiqg, Figih Sunnah Jilid 3, terj. dari Fighus Sunnah oleh Nor Hasanuddun,
(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), Cet. 11, him. 419.
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mengandung arti hilang, terhapus dan pemaafan.>! Sedang kata al-
‘afwu (55’1‘) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh

ulama’ ahli usul Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al-
Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang
seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah

mendapatkan pengampunan.

Selanjutnya, kata al-syafa‘at (:‘~c l-3‘-55\) dalam kamus bahasa

arab merupakan lawan Kkata dari al-witru (L2 )3\) atau - ganjil - yang

mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan
dan bantuan.®® Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari

seseorang dalam menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan.

Adapun Kata al-syafa ‘at (A &Yy sendiri berasal dari Kata syafa ‘a

(%) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau

menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.>

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan
hukuman (remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau
penguasa negara. Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai
keringanan atau dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah
melakukan kesalahan. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada
hukuman atau jarimah gishas, diyat, dan za’zir. Hukuman lain bagi

jarimah gishas diyat seperti kifarat tidak bisa dimaafkan, sehingga

51 Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam, 30.

52 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), him. 729.

53 Abdul Aziz Dahlan (et al.)., Ensiklopedia Hukum Islam, him. 411.
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pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara untuk
menjatuhkan hukuman ta ’zir.%*

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu
faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau
walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya
berlaku pada jarimah gishas-diyat dan za ’zir, tetapi tidak berlaku bagi
jarimah jarimah hudud.>®

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga
kemaslahatan. Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan
yang menyerupainya. Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum
Islam dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman atau bahagia,
baik dari pihak pelaku yang mendapatkan keringanan atau
pengurangan hukuman maupun dari pihak korban yang diharapkan
mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf kepada pelaku. Selain
itu, pengampunan diberikan untuk menghormati penyesalan (taubat)
yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak korban yang telah
memberi maaf dan menginginkan jalan damai ntuk menyelesaikan
masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.>®

Penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian diatas,
pengampunan merupakan salah satu sebab pengurungan/pembatalan
hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun

penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab

54 Rahmatiah HL, Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan hukum
Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional), Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, him. 14.

5 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),
hlm. 255.

% Jamal Al-Banna, Manifesto Figih Baru 3 Memahami Paradigma Figh Moderat,
(Jakarta: Erlangga, 2008), him. 85.
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umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang
dapat membatalkan sebagian hukuman dalam jarimah tertentu.
Dengan demikian, keringanan pidana di dalam Undang-undang
Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu bentuk dari
pengampunan yang diberikan oleh penguasa (pemerintah).

2. Dasar Pengampunan
a. AlQur’an

1) Surat al Bagarah Ayat 178
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

gishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan
wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat
suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah
suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.

Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih (178).”

Pada ayat ini Allah telah memberikan wewenang
kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui
batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang
dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli
waris korban untuk menuntut gisas atau memberikan
pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari

sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal

57 Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, him. 55.
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pembunuhan di mana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah
negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh
karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan

ampunan.®®

Dan dalam surah lain Allah juga menganjurkan
pada kita untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas
terhadap orang yang melakukan keburukan, sebagaimana

firman Allah SWT:
2) Surat Al A’raf Ayat 199

Gt 5 s il A g s
Artinya: “Jadilah engkau pemaaf (mudah memafkan di
dalam menghadapi perlakuan orang-orang, dan janganlah
membalas) dan suruhlah orang mengerjakan makruf
(perkara kebaikan), dan berpalinglah daripada orang-orang
bodoh (janganlah engkau melayani kebodohan mereka). >

Dan Allah juga berfirman dalam:

3) Surat An Nisa’ Ayat 85
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Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik,
niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari
padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk,
niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya.
Allah maha kuasa atas segala sesuatu. "

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa‘at ada di

dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang

%8 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),
him. 260.

59 Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, him. 352.

60 Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, him. 185.
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membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki
seseorang dalam memberikan syafa‘at tersebut. Oleh karena
itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya
memberikan syafa‘at berupa bantuan, baik materil maupun
moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang
yang meminta syafa‘at merupakan tindakan yang terpuji

namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Hamka dalam Tafsir al-Azhar menafsirkan ayat ini
dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan
yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab
beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka,
orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik,
niscaya dia akan mendapat keuntungan atau nasib. Tetapi
barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur,
setengah hati, mundur di tengah jalan, atau mau enaknya
saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita
tersebab syafa‘at yang buruk itu. Jarullah al-Zamakhsari di
dalam tafsirnya menyebutkan ,syafa‘at yang baik ialah yang
digunakan untuk memelihara sesama muslim, menolak
kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap
hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan
mengharapkan rasywah (uang suap). Maka dari itu,
hendaklah yang disyafa‘atkan itu dalam perkara yang

dibolehkan oleh syara‘, bukan di dalam usaha melanggar
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batas-batas yang ditentukan oleh Allah, atau melangkahi

batas-batas kebenaran.®!

Dengan kata lain memberikan syafa‘at dalam surah
al-Nisa’ ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok
orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali
memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena
syafa‘at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan.
Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barang siapa
yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan
saja syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga
orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik
dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang
memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan,
niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang
disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan
barangsiapa yang memberi syafa‘at, yakni menjadi perantara
untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan
kapanpun, niscaya ia akan memikul bahagian dosa dari
usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha

kuasa atas segala sesuatu.5?

b. Hadist

61 Hamka, Tafsir al-Azhar Juz V-VI, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, Cet. 1V, 2004),

hlm. 235.

62 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol.
2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), him. 511.
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Di dalam beberapa hadist memberikan keterangan,
pengampunan juga dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana
selama itu memang masih bisa dimungkinkan. Sebagaimana

hadist yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. sebagai berikut:
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Artinya: Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal
yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu
mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan;
sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada
salah dalam menjatuhkan hukuman.®®

Dalam riwayat lain:
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Artinya: Hindarilah hudud sebisa mungkin atas orang-
orang muslim; jika kalian menemukan alibi, lepaskan.
Sesungguhnya seorang penguasa yang salah dalam memaafkan
lebih baik daripada salah menghukum.

Maksud dari keterangan hadist di atas merupakan suatu
sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam

memutuskan suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun

penguasa, bilamana menemukan keraguan dalam menilai suatu

8 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, ,fi Bab Ma Ja’a fi
Dar’i al-Hudud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), him. 436.

& Ali bin Umar al Daruqutni, Sunan al-Daruqutni, fi Kitab al wa al Diyat wa Ghayrihi,
(Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), him. 665.
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jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang
telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya.
Sehingga seorang imam atau gadi dituntut supaya lebih cermat

dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh
serta merta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu
perkara dari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan
kepadanya. Karena dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh

Imam Malik sebagaimana berikut:
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Artinya: Diriwayatkan dari sahabat Rabi‘ah bin Abi
‘Abdi al-Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-
Zubair berjumpa dengan sekelompok orang yang telah
menangkap seorang pencuri yang hendak diadukan perkaranya
kepada amirul mukminin (‘Usman bin Affan), kemudian al-
Zubair memberikan syafa‘at kepada pencuri tersebut, dan
meminta pencuri tersebut supaya dilepaskan, (awalnya) mereka
menolak dan meminta al-Zubair untuk melakukannya saat
dihadapan khalifah, kemudian al-Zubair mengatakan bahwa
apabila (masalah hudud) telah sampai kepada penguasa,
maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampun dan yang
meminta ampun.®®

Dalam riwayat lain

= % =
w04 e ) }a),oT fgw

,//Ju-’u';‘u‘ MJ“’U”"JL““’L‘"J‘" 7J"'a)u‘)"" L:'“""JJ\

8 |mam Malik bin Anas, al-Muwatta’, him. 555-556.
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Artinya: Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan

pengampunan tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud
Allah, maka ia berarti melawan perintah Allah... al-hadist.%®

C. Pengertian dan Tujuan Hukuman (Uqubah) dalam Hukum Pidana
Islam

1. Pengertian

Hukuman dalam bahasa Arab disebut uqubah yang berasal dari
kata <8¢ yang sinonimnya (‘\-19’-1 Ny :\ﬂé) artinya mengiringnya
dan datang belakangan. Dalam pengertian yang agak mirip dan

mendekati pengertian istilah, lafadz tersebut diambil dari u§\-° yang

sinonimnya (J22 Gy &35 31 33, artinya membalasnya sesuai dengan

apa yang dilakukannya.®” Selanjutnya Wardi Muslich menjelaskan
bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan
dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan, dan pengertian yang
kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia
merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah

dilakukan.

Menurut Baharuddin Ahmad, Hukuman merupakan balasan

yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran atau bagi yang

% Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Kitab al-
Aqdiyah hadis ke 3597, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), him. 675-676.

6 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006), Cet. I, him. 136.
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melakukan tindak pidana yang mengakibatkan menganggu ketertiban

umum atau mengganggu kepentingan orang banyak.%®

Pengertian hukuman menurut Abdul Qadir Audah dalam

kitabnya adalah sebagai berikut:%°

0 A e o sk sl 3 5 o B
Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara
kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-
ketentuan syara’.

Syariat Islam hadir untuk mengatur tingkah tingkah laku
kehidupan manusia, baik antara manusia dengan Allah maupun antar
sesama manusia. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa hukuman adalah sebuah konsekuensi atas tindakan
seseorang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam
syariat Islam, baik hukuman tersebut berupa pendidikan maupun

balasan atas apa yang telah diperbuat dengan tujuan memelihara

ketertiban dan kepentingan masyarakat serta kepentingan individu.

2. Tujuan Hukuman
Hukum Pidana Islam atau figh jinayah diartikan sebagai
ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang orang untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum

tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.”®

€ Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia,
(YYogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 293.

8Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina'i al-1slami Mugaranan bil Qanun al-wad i, him.
609.

70 Makrus Munajat, Deskontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2007), him. 2.
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Adapun tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam
sebagai berikut:
a. Pembalasan
Di dalam hukum pidana Islam ada dua hal yang harus
diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai
gambaran hukuman hadd, yaitu kerasnya hukuman dan larangan
setiap bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain,
hukuman ini wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti.
Hukuman diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa
yang telah diperbuat, adanya pelaku melakukan kejahatan
menyebabkan adanya hukuman atas tindakan tersebut sebagai

bentuk pembalasan.

b. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak
mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus
melakukan perbuatannya, selain itu juga pencegahan terhadap
orang lain agar tidak melakukan jarimah, sebab dia bisa
mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang
melakukan tindakan tersebut.”? Dengan demikian tujuan
pencegahan mempunyai dua fungsi yaitu terhadap pelaku agar
tidak mengulangi perbuatnnya, dan juga bagi orang lain agar tidak
ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sama karena mengetahui

bahwa melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

"1 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, him. 150.
72 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 138.
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Mencegah atau menahan seseorang yang melakukan
jarimah agar tidak mengulanginya lagi. Serta mencegah seseorang
yang akan melakukan jarimah agar mengurungkan niatannya dan
merasa takut sehingga membatalkan melakukan jarimah, karena
mengetahui bahwa ia akan mendapatkan hukuman apabila
melakukan kejahatan yang serupa.

c. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku
jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari
kesalahannya. Kesadaran seseorang bahwa Allah pasti mengetahui
perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik
perbuatannya diketahui orang lain atau tidak. Jika perbuatannya
tertangkap oleh penguasa maka akan dijatuhi hukuman, dan ketika
ia dapat meloloskan diri maka tetap tidak akan bisa lolos dari
hukuman akhirat.”® Adanya hukuman diharapkan mampu mendidik
pelaku jarimah agar menjadi seseorang yang lebih baik, menyadari
bahwa apa yang dilakukan adalah tindakan yang salah dan
merupakan larangan Allah. Sehingga ia tidak hanya takut atas
hukuman yang diberikan, namun karena ia membenci jarimah dan
juga takut terhadap segala sesuatu yang dilarang oleh Allah.

3. Macam-Macam Hukuman
Hukuman di dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa

golongan yang ditinjau dari berbagai segi, diantaranya sebagai berikut:

3 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 138-139.
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a. Hukuman dilihat dari segi pertalian antar hukuman ada empat
yaitu: "

1) Hukuman pokok (uqubah ashliyah), yaitu hukuman yang
ditetapkan sebagai hukuman asli suatu jarimah, seperti
hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, rajam untuk
jarimah zina, dan potong tangan untuk jarimah pencurian.

2) Hukuman pengganti (uqubah badaliyah), yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, ketika hukuman pokok tidak
dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang syar’i. Misalnya
hukuman diyat sebagi pengganti hukuman gishas, dan fa zir
sebagai hukuman hadd atau hukuman gishas yang tidak dapat
dilaksanakan.

3) Hukuman tambahan (uqubah tab’iyah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
sendiri. Contoh: larangan mewarisi bagi pelaku jarimah
pembunuhan terhadap orang yang akan mewariskan sebagai
tambahan hukuman qishas atau diyat, hukuman tidak
diterimanya persaksian bagi pelaku jarimah gadzaf (menuduh
orang lain berbuat zina) sebagi tambahan hukuman asli yaitu
dera 80 Kali.

4) Hukuman pelengkap (ugubah takmiliyah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada putusan
tersendiri dari hakim. Contoh: mengalungkan tangan pencuri

yang telah dipotong.

74 Abdul Qadir Audah, at-Tasyri” al-Jina'i al-1slami Mugaranan bil Qanun al-wad’i, him.
632.
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b. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan
berat ringannya hukuman sebagai berikut:"™

1) Hukuman yang mempunyai satu batas, yaitu hukuman yang
tidak ada batas tertinggi atau batas terendah. Seperti jumlah
hukuman dera sebagai hukuman had, dalam hal ini hakim tidak
berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman
tersebut.

2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan
batas terendah. Seperti hukuman pejara atau jilid pada jarimah-
Jjarimah ta’zir, dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan
dalam memilih hukuman yang sesuai dengan batas tersebut.

c. Hukuman ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka
dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:®

1) Hukuman badan (Uqubah Badaniyah), yaitu hukuman yang
dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, dera, dan
penjara.

2) Hukuman jiwa (Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang
dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya. Seperti
ancaman, peringatan, dan teguran.

3) Hukuman harta (Uqubah Maliyah), yaitu hukuman yang
dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti diyat, denda, dan

perampasan harta.

5 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, him. 143.
76 Abdul Qadir Audah, at-Tasyri” al-Jina'i al-1slami Mugaranan bil Qanun al-wad’i, him.
633-634.
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d. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan
hukuman yaitu sebagai berikut:"’
1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-
jarimah hudud.
2) Hukuman gishas-diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas
jarimah-jarimah gishas-diyat.
3) Hukuman kafarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk
sebagian jarimah gishas dan diyat dan beberapa jarimah ta zir.
4) Hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk

jarimah-jarimah ta zir.

77 Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina’i al-1slami Mugaranan bil Qanun al-wad'l,
him. 634.
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BAB I
KERINGANAN PIDANA BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PASAL 10A AYAT 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN
A. Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana
di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai pasal 68
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk
mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak
asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan

Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan
saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen
masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang
perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah
akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses
peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU
perlindungan saksi. Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang
perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan
Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah

Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan

78 penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

44



Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR Rl mengajukan RUU
Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota
DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Indonesia
meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003.
Dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap
negara peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif
terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau intimidasi termasuk
keluarganya atau orang lain yang dekat dengan mereka. Awal 2005
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang
disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan
Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13
DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi
Nasional. Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas
adalah  RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI
memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi memiliki peran strategis
dalam upaya penegakan hukum dan memciptakan pemerintahan yang
bebas dari korupsi. Akhirnya Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan
Korban disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
kepada Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden
mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang
Perlindungan Saksi dan Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan
HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Januari
2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan HAM
menyerahkan  Daftar  Inventarisasi Masalah, tentang RUU

Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal Februari 2006
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komisi 111 DPR Rl membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 orang
untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan
Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU
Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan
Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU
tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 006 Nomor 64).7
2. Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung
pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses
persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus
yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung
tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan
unsur yang sangat menentukan dalamproses peradilan pidana.
Keberadaan Saksi Dan Korban dalam proses peradilan pidana selama
ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.
Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak
disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada
penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.®

Lembaga perlindungan saksi dan korban yang dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

™ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pukul 01.35
WIB, senin 25 Juni 2018.

8 penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
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2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban memiliki peranan yang
sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan
pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana
saat ini, tidak saja berorientasi pada pelaku, tetapi juga berorientasi
kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, kelembagaan
LPSK harus dikembangkan dan diperkuat dalam menjalankan tugas,
fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan lembaga penegak hukum yang dalam sistem peradilan
pidana. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangan
menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan
pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan
perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan
mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini
diperluas selaras dengan perkembangan hukum dimasyarakat.8
Berdasarkan atas kesamaan di depan hukum (equality before
the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban
dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan
hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-
Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan

4. Ketentuan pidana.®?

81 penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
82 penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
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Dalam pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terdapat

beberapa kelemahan, khususnya mengenai:

a.

Kelembaggan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan
fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan
korban.

Keterbatasan kewenangan yang menyangkut subtansi penjabaran
dari tugas dan funsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas
pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku,
pelapor, dan ahli.

Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberiaan
kompensasi dan restitusi.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.®

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan

tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban, maka terbentuklah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur antara lain:

a.

e.

Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan keskretariat
menjadi skretariat jendral dan pembentukan dewan penasehat.
Penguatan kewenangan LPSK.

Perluasan subjek perlindungan.

Perluasan pelayanan perlindungan terhadap korban.

Peningkatan kerjasama dan koordinasi antarlembaga.

8 penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
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f. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan
terhadap saksi pelaku.

g. Mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu.

h. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang

dilakukan oleh korporasi.?*

B. Kesaksian dan Keringanan Pidana Dalam Undang-Undang
1. Kesaksian dalam Undang-Undang
a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang kesaksian,

diantaranya sebegai berikut:

Pasal 1 ayat 1 diterangkan bahwa Saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

dan/atau ia alami sendiri.

Pada ayat 2 menjelaskan juga tentang Saksi Pelaku, yaitu
tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan
penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam

kasus yang sama.

Dalam undang-undang ini di paparkan juga mengenai hak-
hak saksi dan korban. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5 ayat 1

sebagai berikut:

8 penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
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Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga,
dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan

dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk

perlindungan dan dukungan keamanan.

Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Mendapat penerjemah.

Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
Dirahasiakan identitasnya.

Mendapat identitas baru.

Mendapat kediamana sementara.

Mendapat kediaman baru.

. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan

kebutuhan.
Mendapat nasihat hukum.

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas

waktu perlindungan berakhir dan/atau,

Mendapat pendampingan.
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Pada pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Saksi, Korban, Saksi
Pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik
pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan,
sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan

tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Sedangkan ayat 2 menjelaskan bahwa dalam hal terdapat
tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau
laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum
tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia
beriakan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Hak-hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan,
atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik. (pasal 32a

ayat 1)

Sedangkan dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau
diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemerikasaan di sidang
pengadilan tidak terbukti, maka tidak menyebabkan batalnya

perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut. (pasal 32a ayat 2)
. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang sah dalam KUHAP diatur dalam pasal 184,

adapun macam-macam alat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
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2. Keterangan ahli

3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Kesaksian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dijelaskan dalam pasal 1 angka 26 bahwa saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam KUHAP disebutkan juga tentang kewajiban-
kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh saksi,

diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa
ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain

daripada yang sebenarnya. (pasal 160 ayat 3)

b. Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan

keterangannya. (pasal 167)
c. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap. (pasal 167 ayat 3)

Sedangkan untuk hak-hak yang diatur dalam undang-

undang ini adalah sebagai berikut:
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a. Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan
yang sah serta berhak diberitahukan alas an pemanggilan

tersebut. (pasal 112 ayat 1)

b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya
jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan
wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. (pasal

113)

c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari

siapapun atau dalam bentuk apapun. (pasal 117 ayat 1)

d. Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang
memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat.

(pasal 118)

e. Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada

saksi. (pasal 166)

f. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa

Indonesia. (pasal 177 ayat 1)

g. Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu

dan/atau tuli serta tidak dapat menulis. (pasal 178 ayat 1)
2. Keringanan Pidana dalam Undang-Undang
a. Pasal 10a Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang saksi pelaku

diberikan kelebihan berupa penanganan secara khusus dalam
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proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang

diberikan. (pasal 10a ayat 1)

Seoarang saksi pelaku mendapatkan penanganan secara

khusus dalam proses pemeriksaan yang meliputi:

a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana
antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau
narapidana yang diungkap tindak pidananya. (pasal 10a ayat 2
huruf a)

b. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan
berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan
penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. (pasal 10a
ayat 2 huruf b)

c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan
langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(pasal 10a ayat 2 huruf c)

Selain mendapatkan penanganan secara khusus dalam proses
pemeriksaannya, seorang saksi pelaku juga mendapatkan suatu
penghargaan atas kesaksian yang diberikan untuk membantu
mombongkar kasus tindak pidana. Penghargaan tersebut berupa:

a. Keringanan penjatuhan pidana. (pasal 10a ayat 3 huruf a)

b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. (pasal 10a ayat 3

huruf b)
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Prosedur untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan
penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
seorang saksi pelaku harus mendapat surat rekomendasi dari LPSK
dan diberikan kepada penuntut umum untuk dimuat dalam
tututannya kepada hakim. (pasal 10a ayat 4)

Sedangkan untuk memperoleh penghargaan berupa
pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, seoarang saksi pelaku
harus mendapatkan surat rekomendasi dari LPSK dan diberikan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum. (pasal 10a ayat 5)

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan
pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama
KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan

pidana.®

MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai
alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut
alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau
alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang.®® Alasan-alasan

tersebut antara lain:

1. Alasan penghapus pidana (umum) dalam KUHP

250.

8 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, him. 42,
8 R. Achmad Soema Di Pradja, Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1982, him.
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Berturut-turut akan dibicarakan pasal 44, 48, 49, 50 dan
51 KUHP. Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal
44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana
seseorang Yyang melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna
akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui
MvT menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan

karena sebab yang terletak di dalam si pembuat sendiri.

Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab
menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum
sehingga dapat dikatakan suau alasan penghapus kesalahan.
Mengenai pasal 44 ini hendaknya dilihat lagi bab kemampuan

bertanggungjawab.
2. Daya paksa (Overmacht) (pasal 48)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang
melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa
yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai
dalam KUHP.®" Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat
penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP
Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda)
dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau
tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir

ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan

87 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed. 3, Cet. 1., Bandung:
PT Refika Aditama, 2003, him. 89.
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atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini
bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada
si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat
ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat
diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.
Maka dalam overmacht (daya paksa) dapat dibedakan dalam
dua hal: (a) vis asoluta (paksaan absolut), dan (b) vis compulsiva

(paksaan yang relatif).®

Daya paksa yang absolut (vis absoluta) dapat
disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini
paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan. Sedangkan
daya paksa dalam pasal 48 ialah daya paksa relatif (vis
compulsiva). Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan
bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang
yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan

dapat mengadakan perlawanan.
3. Pembelaan darurat (noodweer)

Istilah noodweer atau pembelaan darurat tidak ada
dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat
dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa
dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain,

membela perikesopanan sendiri atau orang lain terhadap

8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, him. 90.
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serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung

atau seketika itu juga”.®

Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang
yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang
yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti
tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak
melawan hukum.®® Disini orang seolah-olah mempertahankan
haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga
negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum
yang ditujukan kepada dirinya.%! Padahal negara dengan alat-
alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktu melindungi
kepentingan hukum dari orang yang diserang itu, maka
pembelaan darurat itu merupakan alasan pembenar. Disini

pembelaan diri bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.

J.E.Jonkers menerangkan dalam buku pedoman
Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan

perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan sebagai berikut:®2

a. Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk
membela. Maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan

yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan

8 Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-
Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Cet. 3., Jakarta: Bina
Aksara, 1985, him. 47.

%0 Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, Pidato
Pengukuhan, Semarang, 1974, him. 34.

%t Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, him.
37.

92 J.EJonkers, dalam Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht,
Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia
Belanda, Cet. |, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, him. 267-270
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penerangan. Karena sesuatu persoalan yang tidak berarti,

maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya.

b. Pembelaan yang hanya dapat mengenai kepentingan tertentu
yang disebut dalam undang-undang, yaitu mengenai dirinya
atau orang lain, kesopanan atau harta benda diri sendiri

atau kepunyaan orang lain.

c. Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku
sekejap itu atau yang mengancam dengan seketika.
Penyerangan yang dilawan harus memenuhi tiga syarat: (1)
berlaku sekejab itu, (2) dalam susunan perkataan Belanda
tidak ada perkataan “mengancam dengan seketika”.
Perkataan itu ditambahkan untuk Hindia Belanda karena
dikhawatirkan bahwa apabila tidak begitu, orang yang
terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang
direncanakan, terutama mengingat daerah-daerah dan

perlengkapan kepolisian kurang lengkap.
4. Menjalankan peraturan undang-undang (pasal 50 KUHP)

Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan
untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam
kalimat ini, mula-mula H.R.. menafsirkan secara sempit, ialah
undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-
undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R.,

berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan
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yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum.®
Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa
peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk
melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini
umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang
untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-
undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat
polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang
melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti
tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah pasal 50 ini,
kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan
tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan
undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga pasal

50 tersebut merupakan alasan pembenar.%
5. Melaksanakan perintah jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang
yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah
jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang
sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk
melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah
yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan

hukum.?®

9 Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, him. 93
% Sudarto, Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia, him. 27
% Wirdjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia., him. 94-95
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C. Justice Collaborator
1. Pengertian Justice Collaborator

Sebelum adanya istilah justice collaborator dalam sistem
pembuktian hukum pidana, terdapat istilah “ saksi mahkota” atau
crown witness®, yakni salah satu pelaku tindak pidana yang
kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai saksi kunci untuk
mengungkap pelaku-pelaku lain dengan penawaran pengurangan
ancaman hukuman. Namun keberadaan saksi mahkota hanya
berlaku terhadap tindak pidana penyertaan dengan pemisahan

perkara atau splitsing perkara.

Seperti yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana penuntut
umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing
terdakwa secara terpisah apabila diterima satu berkas perkara yang
memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang
tersangka, dan akibat kurangnya alat bukti pula splitsing perkara
dapat dilakukan dan dengan begitu penyidik dapat meneruskan
berkas perkara yang sudah memenuhi syarat tersebut kepada

penuntut umum yang kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Secara terminologi, definisi justice collaborator atau saksi
pelaku yang bekerja sama dalam Hukum Positif diatur dalam
SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor
Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

(Justice collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu,

% Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum, 11.
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ialah ”salah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakui
kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam
kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di

dalam proses peradilan.”®’

Selain itu pengertian justice collaborator juga terdapat
dalam Peraturan Bersama Pasal 1 angka 3 dimana definisi dari justice
collaborator ialah “Saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana
yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk
mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak
pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak
pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat
penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses

peradilan.”®

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa
justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama adalah
seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan, dimana ia
melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan bukti-bukti
penting lainnya terkait informasi-informasi yang diperlukan untuk
membongkar suatu tindak kejahatan yang terorganisir dan sulit
pembuktiannya. Pembuktian yang diberikannya tersebut bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan untuk dirinya sendiri

seperti menerima kekebalan penuntutan atau setidak-tidaknya

% SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu, him. 2.

% Peraturan Bersama Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik.
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keringanan hukuman penjara, serta perlindungan fisik bagi diri

dan keluarganya.

2. Syarat-Syarat Pemberlakuan Justice Collaborator

Predikat justice collaborator tidak dapat dengan mudah
untuk disematkan kepada pelaku kejahatan yang bersedia menjadi
saksi terutama pelaku utama, dan tidak semua saksi pelaku dapat
menjadi justice collaborator. Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi untuk seseorang dapat dikatakan sebagai justice

collaborator adalah:*®

a. Tindak pidana yang di ungkapkan merupakan tindak pidana yang
serius dan/atau terorganisir seperti korupsi, pelanggaran HAM
berat, narkoba, terorisme, TPPU, trafficing, kehutanan. Jadi

untuk hal tindak pidana ringan tidak mengenal istilah ini.

b. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan, dan andal.
Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan
petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan
suatu tindak pidana sehingga memudahkan Kkinerja aparat

penegak hukum.

c. Orang yang berstatus justice collaborator bukanlah pelaku utama
dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai justice
collaborator adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama

dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam

% Sigit Artantojati, Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama
(Justice collaborators) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis,
Program Pascasarjana, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), him. 90.

63



terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara

pidana yang terjadi itu.

d. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia
mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu

secara tertulis.

e. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa
yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti
yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut
umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara
efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran
lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak

pidana.

3. Dasar Hukum Pemberian Justice Collaborator

Justice collaborators memiliki peran penting dalam hal
membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus yang
tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam
praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai
kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan
menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam
menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak
penyidikan sampai proses pengadilan.'® Posisi justice collaborators

sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna

him. 19.

190 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum,
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mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit

pembuktiannya.1%t

Dasar yuridis tentang justice collaborators terdapat dalam

kebijakan hukum pidana baik yang berasal dari dokumen
internasional maupun nasional. Adapun kebijakan hukum tersebut

diantaranya:

a. United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)

UNCAC atau UU RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang
Konvensi PBB Anti Korupsi merupakan dasar hukum yang
melatarbelakangi lahirnya ide tentang justice collaborators
dalam peradilan pidana pengaturan yang berkaitan dengan
justice collaborators dalam peradilan pidana yang diatur dalam

Pasal 37 sebagai berikut:1%2

Pasal 37 Ayat (2): Setiap Negara Peserta wajib
mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-
kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang
substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu

kejahatan yang diterapkan dalamn konvensi ini.

Pasal 37 Ayat (3) : Setiap Negara wajib
mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan

hukum dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan

101 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice collaborators dalam Perspektif Hukum,

him. 19-20.

102 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.
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kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu

tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Dalam Pasal tersebut terdapat kalimat “orang-orang
yang memberikan kerjasama substansial”, hal ini serupa dengan
istilah justice collaborator yang berarti saksi pelaku yang
bekerjasama. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah
kerjasama yang dilakukan bersama-sama dengan penyidik untuk
mengungkap sesuatu yang merupakan inti dari kejahatan yang

terorganisir yang ditetapkan dalam konvensi ini.

UNCATOC (United Nations Convention Against Transnational

Organized Crime)

UNCATOC atau yang selanjutnya disebut UU RI
Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan
Transnasional. Konvensi ini juga memberikan ide pengaturan
yang berkaitan dengan justice collaborators dalam peradilan
pidana, yakni yang diatur dalam Pasal 26, dimana setiap
Negara Pihak diwajibkan untuk memberi pengurangan
hukuman dan kekebalan atas tuntutan terhadap seseorang yang
memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atas
tindak pidana yang diatur dalam konvensi PBB  Anti

Kejahatan Transnasional.

Kerjasama vyang dilakukan adalah kerjasama untuk
mengungkap kejahatan Transnasional Terorganisasi, dimana

kejahatan ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
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mengancam kehidupan sosial ekonomi, politik, keamanan, dan

perdamaian dunia.

c. Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban

Undang-Undang ini secara eksplisit tidak memberikan
pengaturan yang tegas tentang definisi justice collaborator. Akan
tetapi pengaturan yang berkaitan dengan justice collaborator
dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (2), yakni “seorang saksi yang
juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan
dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan

dijatuhkan”.103

Dalam Pasal ini telah jelas bahwa seorang tersangka
dapat pula untuk berkedudukan menjadi saksi yaitu saksi atas
kasus yang sama, dimana saksi seperti yang telah diatur dalam
undang-undang ini adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan guna penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu
perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami

sendiri.

d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R,

Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan

103 Undang-Undang Rl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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Korupsi RI, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI
Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1
Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang

Bekerjasama

Tujuan dibentuknya Peraturan Bersama ini adalah untuk
menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar
pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap
tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini dikarenakan
ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan
jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi

pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Diatur dalam Pasal 1 ayat 3, bahwasanya yang dimaksud
sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator

adalah:

Saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia
membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu
tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana
untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana
kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat
penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses
peradilan.1%

e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang

104 peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jaksa Agung RI,
Kepala Kepolisian Negara RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua Lembaga
Perlindungan  Saksi dan Korban RI Nomor. M.HH-11.HM.03.02.th,2011, PER-
045/A1JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
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Bekerjasama (Justice collaborator) di dalam Perkara Tindak

Pidana Tertentu

Pengaturan yang berkaitan dengan justice collaborator
termaktub dalam Point 9 tentang pedoman untuk menentukan
seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice

collaborator) adalah sebagai berikut:1%

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak
pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini,
mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan merupakan
pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberi
keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan
dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik
dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana
dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya
yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan
aset-aset atau hasil suatu tindak pidana yang diperbuatnya.

Dalam  pendistribusian  perkara dimana justice
collaborator berperan dalam pengungkapan kasus tersebut
maka Ketua Pengadilan akan memberikan perkara itu kepada
majelis yang sama sejauh mungkin dan mendahulukan perkara-
perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama

atau justice collaborator.'"

Penggunaan aturan SEMA ini adalah untuk saksi pelaku

yang bekerjasama atau justice collaborator yang berkaitan

15 SEMA Rl Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu.

16 SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu.
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langsung dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius.
Pendefinisian tindak pidana tertentu yang bersifat serius ini

dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat pada poin 1, yakni:

Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana
korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang,
perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat
terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang
serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga
meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan
keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan san
supremasi hukum.%’

107 SEMA Rl Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor tindak Pidana
(Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara
Tindak Pidana Tertentu.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KERINGANAN
PIDANA BAGI JUSTICE COLLACORATOR
A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Justice
Collaborator

Kesaksian merupakan perkataan dari seseorang yang berisi
beberapa kabar (pemberitahuan) yang benar dan jelas tentang
sesuatu kejadian yang ditujukan kepada pihak lain dengan tujuan
khusus. Dalam penetapan suatu tindak pidana hakim sering kali
menggunakan bukti kesaksian untuk menetapkan suatu tindak
pidana. Mengingat kesaksian merupakan gambaran dan penjelasan
dari seorang saksi yang telah melihat, mendengar dan mengalaminya
sendiri. Oleh karena itu kesaksian merupakan salah satu alat bukti
yang perting dan harus dijaga keadilannya dan kebenarannya
sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kesaksian tersebut terhindar
dari bencana ketidakadilan dan kecurangan, sebagaimana firman

Allah SWT:

p .o Ly . . &= ° . @ L s i s - K 2
B 23 ST S % Y5 0 Lazally 211Gl o) Gonl$E \58T1AT Sl i g
s s T & L e _ < 5 T s &
Golass G s all O o all 1,80 T GosdB) ST SR Jad s I

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Q.S. Al Maidah 5: 8)

Dalam pasal 1 angka 26 di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa saksi didefinisikan

sebagai seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
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penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Secara umum untuk dapat diterimanya persaksian, harus
dipenuhi syarat-syarat yang umum berlaku untuk semua jenis
persaksian dalam setiap jarimah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai
berikut:1%

a. Balig (Dewasa)
b. Berakal

c. Kuat Ingatan

d. Dapat Berbicara
e. Dapat melihat
f.  Adil

g. lIslam

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat
adil dalam diri seorang justice collaborator, dimana seorang saksi
disyaratkan untuk adil, dalam hal ini para Fugaha sepakat dan
sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan
sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah seorang yang adil
dan terhindar dari kefasikan. Hal tersebut didasarkan pada firman

Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2 yaitu:

PRI ST DR TP S S S T o i U I B PR
JA5 (535 1pdels iag BASG 31 Oyiig BASCAL sl A g
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47.

108 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 43-
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Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena
Allah”. (Q.S. At-Thalaq 65: 2)

Adapun kebalikan dari sifat adil adalah fasik, yaitu orang yang
selalu melakukan perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat,
tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur, orang
yang demikian itu kesaksiannya diragukan.

Untuk menetapkan dan membuktikan  sifat adil pada
seseorang, para ulama berbeda pendapat.

Aaadl OF Ogpallally asimgl f5p Daadl ol 3 clead)l ksl
e segsll 4 113 W sms e oot g dalill 3 R
e e mn OF Lol e 05 O g5 saalall U3 dalal)

109 atady

Para ahli figih terjadi perbedaan pendapat tentang
penetapan keadilan. Menurut Imam Abu Hanifah dan
Zhahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan
meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang
yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan
orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya
dapat diterima. Lain halnya ketika hakim menyatakan tentang

adilnya saksi.

M0 e e s Vg ) ol a8 S, i o Sy

109 Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz 11, Dar Al-Kitab Al-Arabi,
Beirut, tanpa tahun, him. 404.

110 Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mugtasid, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-
Iimiyah, Beirut Lebanoon, him. 211.
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Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang
keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui
adanya cela padanya.
sLeds pp da 5 Chegy ol egmas Onyly Ahldly Osemiladly 050U G
e sseill g2 b g sgadl dlae o Lo (g OF, it M
fo g o o2 STy OF Cog Jaall Bales Jo sl sliadll OY

Mastes Lad szl 3 Wi

Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah
serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut
mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung
kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi
adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima
persaksiannya.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama
adalah seseorang yang turut terlibat dalam suatu kejahatan,
dimana ia melaporkan kejahatan tersebut dengan memberikan
bukti-bukti penting lainnya terkait informasi-informasi yang
diperlukan untuk membongkar suatu tindak kejahatan yang
terorganisir dan sulit pembuktiannya.

Seorang justice collaborator adalah seorang saksi pelaku
yang
bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia

merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana

11 Abdul Al-Qadir Audah, At-Tasyri” Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz 11, Dar Al-Kitab Al-Arabi,
Beirut, tanpa tahun, him. 405.
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perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana
yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah
perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagal
seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah
dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak
memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat
dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan
diri dari membiasakan dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini
tidak dapat tidak terpenuhi oleh justice collaborator karena perbuatan
dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam point 1
huruf a dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana yang
disebutkan dalam SEMA ini adalah tindak pidana yang serius dan
terorganisir.  Seperti yang diketahui bahwa karakter kejahatan
terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah
loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam
(omerta). Pelanggaran atas omerta tersebut adalah nyawa
tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.

Ada beberapa syarat-syarat seorang bisa menjadi justice
collaborator, dalam aturan SEMA disebutkan diantaranya adalah
seorang yang akan menjadi justice collaborator harus mengakui
kejahatan yang dilakukannya, tindak pidana tertentu yang bersifat
serius dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir serta telah

menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas
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dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta
nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan
pembangunan berkelanjutan san supremasi hukum.

Oleh karena dampak perbuatan dosa atas tindak
pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat
secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga
khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi
bagi justice collaborator yang dalam hal ini sudah melakukan
perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan
tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

U3 o aid O e V) Ly e N3] winles LE gl OF lsdks U
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Dijelaskan bahwa Para fugaha tidak berbeda pendapat bahwa
kesaksian orang yang fasik dapat diterima apabila diketahui
taubatnya. Kecuali jika kesaksian itu terjadi sebelum melakukan
gazaf. Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat
diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fugaha
berpendapat taubatnya diterima.

Untuk itu dapat dipahami bahwa seorang justice collaborator
adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, dimana terdapat
ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana
tertentu dapat dijadikan sebagai justice collaborator, yakni

mengakui kejahatan yang dilakukannya menurut hemat penulis,

112 Al-Imam Al-Qodhi Abi Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin
Ahmad Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Mugtasid, Juz VI, Daar Al-Kitab Al-
Iimiyah, Beirut Lebanoon, him. 211.
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bentuk pengakuannya tersebut menggambarkan salah satu dari
bentuk pertaubatannya untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya
lagi.

Untuk menentukan apakah saksi merupakan seorang yang
adil dan keterangannya dapat dipercaya, seperti pendapat
Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam
Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi yang lalu bahwa “untuk
menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim.
Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi
sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya”.

Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagaimana
berikut:

diz U5 e O LEE 1 56 it BTl @ g
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah
dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada
suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu
menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat 49: 6)

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya
Allah  memerintahkan untuk menangguhkan berita yang
disampaikan oleh orang yang fasik. Dalam hal ini Allah SWT tidak
memerintahkan untuk menolak secara mutlak berita yang dibawa
atau diberikan oleh orang-orang fasik. Akan tetapi,
diperintahkan agar mengklarifikasi  kebenarannya terlebih

dahulu baik kebenaran atas diri si pembawa berita tersebut terkait

kedustaan dan kejujurannya maupun kebenaran dari isi berita itu.
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Keberadaan justice collaborator ini merupakan suatu
keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana
Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu
kejahatan dan sulit pembuktiannya.!*®* Hal ini sesuai dengan aspek
maqgasid asy-syar iyah yakni aspek kebutuhan daruriat, yakni salah
satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan
syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. dan apabila
kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat
manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.''*

Sama halnya dengan penggunaan justice collaborator, maka
peran justice collaborator bukanlah tidak mungkin untuk dapat
digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas
penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak besar dan serius
yang ditimbulkan dari kasus-kasus besar yang tergolong kejahatan
serius ini, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan
sedikitnya pembuktian yang didapat oleh penyidik dan penuntut
umum Kkarena sifatnya yang rapi dan tanpa jejak, sehingga
beresiko kepada ditutupnya kasus ini demi hukum.

Singkatnya penulis menyimpulkan bahwa seseorang dapat
dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa
persyaratan, diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam
diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa besar

dan tidak membiasakan dosa kecil atau fasig. Akan tetapi

113 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborators dalam Perspektif Hukum,
(Jakarta: Penaku, 2012). him. 19-20.
114 sapiudin Shidig, Ushul figh, (Jakarta: Kencana, 2011) him. 226.
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keberadaan justice collaborator sangat diperlukan dikarenakan
kebutuhan daruriyat melihat dampak serius yang diakibatkan dari
kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu,
keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran
tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun
kebenaran dari keterangannya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Justice

Collaborator

Hukuman merupakan sebuah konsekuensi atas tindakan seseorang
yang melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam, baik
hukuman tersebut berupa pendidikan maupun balasan atas apa yang telah
diperbuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan kepentingan
masyarakat serta kepentingan individu.

Telah dijelaskan juga oleh Baharuddin Ahmad, Hukuman
merupakan balasan yang tidak menyenangkan bagi pelaku pelanggaran
atau bagi yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan menganggu
ketertiban umum atau mengganggu kepentingan orang banyak s

Salah satu tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah
Pembalasan. Dan dijelaskan dalam hukum pidana Islam ada dua hal yang
harus diperhatikan berkaitan dengan retributif (pembalasan) ini sebagai
gambaran hukuman hadd, yaitu kerasnya hukuman dan larangan setiap
bentuk mediasi berkenaan dengan hal ini. Dengan kata lain, hukuman ini
wajib dijalankan jika kejahatan itu terbukti. Hukuman diberikan sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat, adanya pelaku

115 Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), him. 293
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melakukan kejahatan menyebabkan adanya hukuman atas tindakan
tersebut sebagai bentuk pembalasan.

Justice collaborator adalah seorang saksi pelaku yang
bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan
tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang
dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius
dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam
perbuatan dosa.

Syarat untuk menjadi justice collaborator telah dijelaskan bahwa
tindak pidana tertentu yang bersifat serius dan tindak pidana lainnya
yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan
ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat
sehingga dapat meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika
dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan san
supremasi hukum.

Penjelasan diatas menerangan akibat yang ditimbulkan oleh
perilaku justice collaborator sangatlah besar. Secara otomatis untuk
mempertanggungjawabkan perilaku yang dilakukan oleh justice
collaborator maka hukuman yang akan diberikan oleh penegak hukum
adalah hukuman yang bersifat berat dan harus sesuai dengan perilaku
kejahatan yang dilakukan, karena hal tersebut adalah sebagai bentuk
pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan.

Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

s V3 85 o) 033 20 34 V5 o E 1050 ks o

80



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan
diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung
dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.” (QS. An-Nisa’ ayat
123)

Dalam pasal 10 a ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban termaktub kata keringanan pidana, yang merupakan suatu
penghargaan bagi saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan untuk
membantu mombongkar kasus tindak pidana.

Adapun yang dimaksud dengan pengampunan merupakan salah
satu sebab pengurungan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban,
wali, ahli waris, maupun penguasa. Pengampunan di dalam hukum Islam
bukanlah sebab umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab
khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam jarimah
tertentu.

Pengampunan merupakan salah satu faktor pengurangan hukuman
(remisi), baik diberikan oleh korban, wali korban, atau penguasa negara.
Pengampunan atau syafaat juga diartikan sebagai keringanan atau
dihapuskannya dosa bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan.
Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada hukuman atau jarimah gishas,
diyat, dan ta zir. Hukuman lain bagi jarimah qgishas diyat seperti kifarat
tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh
hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman ta ’zir.1

Menurut Ahmad Hanafi, pengampunan merupakan salah satu

faktor pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya

atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada

116 Rahmatiah HL, Remisi dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan
hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional), Jurnal Al-Qadau, Vol. I, No. I, 2014, him. 14.
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jarimah gishas-diyat dan a zir, tetapi tidak berlaku bagi jarimah jarimah
hudud.’

Para fugaha sepakat bahwa penguasa memiliki hak pengampunan
yang sempurna pada tindak pidana ta’zir. Karena itu, penguasa boleh
mengampuni suatu tindak pidana ta’zir dan hukumannya, baik
sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fugaha
berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberikan
pengampunan terhadap semua tindak pidana ta’zir atau terbatas pada
sebagiannya saja.!!®

Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak
pengampunan pada tindak pidana gishas dan hudud yang sempurna yang
tidak boleh dijatuhi hukuman gishas dan hudud, tetapi ia harus dijatuhi
hukuman ta’zir yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.
Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan
hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan

setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.°

Dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia
akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa
memberi syafa‘at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa)

117 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005),

him. 255.

118 Abdul Qadir Al Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, di terjemahkan oleh Ahsi

Sakho Muhammad dkk dari “At Tasyri’ Al jina’iy Al islami” Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008
him. 171.

119 Abdul Qadir Al Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, di terjemahkan oleh Ahsi

Sakho Muhammad dkk dari “At Tasyri’ Al jina’iy Al islami” Jakarta: PT Kharisma IImu, 2008
him. 171.
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dari padanya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Surat An
Nisa’ Ayat 85)'20

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa‘at ada di dunia dan
diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya
sebagaimana kapasitas yang dimiliki seseorang dalam memberikan
syafa‘at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang
bahwa pada dasarnya memberikan syafa‘at berupa bantuan, baik
materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang
yang meminta syafa‘at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga
menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Dengan kata lain memberikan syafa‘at dalam surah al-Nisa’
ayat 85 ini supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah
melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya
sebagai warga negara, karena syafa‘at diberikan supaya kembali untuk
berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut; barang
siapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja
syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat
melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun
memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan
kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang
disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa yang
memberi syafa‘at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu

pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan

120 Departemen Agama Republik Indonesia, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, him. 185.
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memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah sejak dulu hingga kini dan
seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.?*

Adapun tujuan pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan.
Maslahat adalah kenyamanan atau kebahagiaan dan yang menyerupainya.
Dalam hal ini, pengampunan dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk
memberikan rasa nyaman atau bahagia, baik dari pihak pelaku yang
mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman maupun dari pihak
korban yang diharapkan mendapat rasa tenang dengan memberikan maaf
kepada pelaku. Selain itu, pengampunan diberikan untuk menghormati
penyesalan (taubat) yang dilakukan oleh pelaku, juga menghargai pihak
korban yang telah memberi maaf dan menginginkan jalan damai untuk
menyelesaikan masalahnya sesuai dengan anjuran Rasulullah.??

Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerjasama.
Pada dasarnya ia adalah seorang pelaku atas suatu tindak kejahatan,
yang mana tindak kejahatannya adalah sama dengan tindak kejahatan
yang dilakukan oleh terdakwa. Secara otomatis seorang justice
collaborator tidak mungkin tidak untuk dapat mendengar, melihat dan
mengalami sendiri tindak kejahatan itu, karena ia juga merupakan
salah seorang pelaku yang turut andil dalam peristiwa kejahatan
tersebut.

Secara otomatis keterangan seorang justice collaborator sangat
diperlukan. Karena tindak pidana yang bersifat serius dan tindak pidana

lainnya yang bersifat terorganisir serta telah menimbulkan masalah dan

121 Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol.
2, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. I, 2002), him. 511.

122 Jamal Al-Banna, Manifesto Figih Baru 3 Memahami Paradigma Figh Moderat,
(Jakarta: Erlangga, 2008), him. 85.
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ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat
akan mengakibatkan runtuhnya lembaga serta nilai-nilai demokrasi,
etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan
san supremasi hukum.

Menurut hemat penulis pasal 10a Undang-Undang nomor 31 tahun
2014 tentang pelindungan saksi dan korban yang berbunyi mengenai
penghargaan atas kesaksian yang diberikan untuk membantu mombongkar
kasus tindak pidana berupa keringanan penjatuhan pidana sudah sangat
tepat. Karena pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar
tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan
pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya
memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang mendapatkan
keringanan atau pengurangan. Dan pengampunan diberikan oleh penguasa

yang dalam hal ini adalah penegak hukum.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Analisis kesaksian justice collaborator dalam Hukum Pidana
Islam menjelaskan bahwa Keberadaan justice collaborator sangat
diperlukan dikarenakan kebutuhan daruriyat melihat dampak
serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir.
Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat
dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran
pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya. Mengingat
meningkatnya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius dan
terorganisir saat ini, perlu adanya kreatifitas dalam
menyelesaiakan perkara-perkara hukum yang ada. Adanya saksi
pelaku atau justice collaborator merupakan salah satu kreatifitas
dalam mengungkap kejahatan, karena sudah barang tentu seorang
pelaku yang menjadi saksi tahu segalanya kejahatan yang telah dia
lakukan.

2. Keringanan pidana bagi justice collaborator dalam Hukum Pidana
Islam merupakan penghargaan yang sudah tepat diberikan. Karena
pentingnya keterangan yang diberikan untuk membongkar tindak
pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Mengingat juga tujuan
pengampunan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang artinya
memberikan rasa nyaman atau bahagia untuk pelaku yang
mendapatkan keringanan atau pengurangan. Dan pengampunan

diberikan oleh penguasa yang dalam hal ini adalah penegak hukum.
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B. Saran

1. Hendaknya para peneliti lebih gencar lagi dalam melakukan penelitian
tentang keberadaan justice collaborator agar semua pihak tahu
pentingnya penggunaan justice collaborator untuk membongkar
kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir.

2. Pengaturan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice
Collaborator hendaknya tidak menjadi sekedar sebagai wacana saja,
akan tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dalam
menanggulangi  kejahatan serius dan terorganisir yang terus
berkembang di Indonesia.

3. Pedoman bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana dan
pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan
pidana yang ringan atas justice collaborator dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini
diharapkan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak ada standart
atau batas minimum dan maksimum pidana sehingga dapat
memberikan ruang terbuka untuk intepretasi bagi hakim yang

kemudian dapat berujung pada disparitas pemidanaan.

C. Penutup
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt yang telah
memberikan petunjuk dan perlindungan kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Pidana
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Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam
Pasal 10a Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Penulis sadar bahwa
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga memungkinkan bagi
upaya-upaya kearah penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang bersifat membangun penulis harapkan agar menjadikan skripsi ini
lebih bermanfaat bagi pembacanya.

Harapan penulis, semoga skripsi ini bisa menambah khazanah
keilmuan dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para

pembaca pada umumnya. Aamiin.
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